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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

Menimbang

Mengingat

M

bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga
kerja, perlu dilakukan peningleatan kompetensi tenaga
kerja melalui pelatithan kerja;

bahwa kegiatan pelatihan kerja perlu dioptimalkan
dengan melibatkan Balai Latihan Kerja Komunitas
sebagal upaya meningkatkan akses dan mutu pelatihan
kepada masyarakat secara luas;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
Volkasi dan Produktivitas tentang Perunjuk Teknis
Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja
Romunitas Tahun Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjsan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2003 Nomor 3%, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemar 4279);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia




Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44007

Peraturan Pemerintzh Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggeran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahon Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara
Repukblik Indonesia Tahun 2020 Nomer 213);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
108];

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PME.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191) schagaimana ielabh diubah dengan Peraturan
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Menteri Keuangan Nemor 178/PMK.05/2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2014 tentang  Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 /PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nemor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun
2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1626);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hetenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

Peratiiran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun
2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024;
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas MNomaor
2/3833/LP.03.02/X11/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEFUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
FELATIHAN VOKAS] DAN PRODUKTIVITAS TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PELATIHAN BALAI
LATIHAN KERJA KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024.

Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan

Kerja Komunitas Tahun Anggaran 2024 secbagsimana

tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direkiur Jenderal ini.

Petunjuk Teknis scbagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan pedoman bagi:

a. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatthan Vokasi dan
Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kementerian
Ketenagakerjaan;

b. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP} di lingkungan
Ditjen Binalavotas, Kementerian Ketenagakerjaan;

¢. Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) sebagai penerima
bantuamn;

d. Auditor; dan

e. Pemangku kepentingan lainnya, dalam pengelolaan,
penyelenggaraan, pertanggungjawaban, monitoring dan
evaluasi, pengawasan bantuan program pelatihan Balai
Latihan Kerja Komunitas (BLKK] Tahun Anggaran 2024
agar sesuai dengan tujuan  sistem  pelatihan  kerja
nasional dan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna,
tepat  waktu, bermutu, transparan, dan dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabel). digunakan sebapai
acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan
Program Pelatihan BLKK Tahun Anggaran 2024,

Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas
Tahun Anggaran 2024 diberikan kepada lembaga penerima
bantuan pembangunan gedung workshop dan pemberian
peralatan pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas pada
Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran
2023,




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan,

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produkuvitas Nomor 2/3836/LP.03.02/XI1/2022 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan

Kerja Komunitas Tahun Anggaran 2023, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

: Pada saat keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan,

Keputusan Direkitur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Nemor 2/3836/LP.03.02/XI1/2022 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan
Kerja Komunitas Tahun Anggaran 2023, dinyatakan masih
tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetaplan,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2023

Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN

NIP 19681117 199403 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
FELATIHAN VOEAS]I DAN PRODUKTIVITAS

NOMOR 24856/ LP.03.02/X11/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
BALAI LATIHAN KERJA HKOMUNITAS TAHUN
ANGGARAN 2024

BAB [
PENDAHULLIAN

A, Latar Belakang

Feningkatan kualitas Sumber Daye Manuaia (SDM] merupakan
silah satu program prioritas pemerintah dalam Kabinet Indonesia Maju
2019-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Wideda. Hal ini
dilakukan antara lain untuk memacu percepatan peningkatan kompetensi
dalam menghadapi perubahan dunia kerja akibat pengaruh teknslogi
digitalisasi {industri 4.0) =serta memanfaatkan momentum bonus
demografi.

Percepaian peningkatan kompetensi  schagaimena  dimaksud
antara lain dilskukan melalul pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meninglkatian, serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dean ctos
kerja pada tngkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan lnalifilkasi jabatan atan  pelerjasn. Pelatthan kerja
merupakan salah samn jalur efektf untuk meningkatkan kualitas
kompetensi kerja serta mengembangkan karier tenaga kerja, karena dapat
diselenggarmkan untuk jangka waktu singkal dan dapat disesuailcan
dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja/industri. Dengan demikian,
pelatihan kerja pada dasamya dirancang untulk memenubi kebutuhan
pengguna tenaga kerja findustri, atau uniuk kebuiuhan berwirauaaha,

Pelaksanaan pelatthan kerja, pada umumnya diselenggarakan oleh
lembaga pelatihan pemerintah, swasta, dan perusshasn. Dengan
demikian lembaga pelatihan kerja memilili peranan yang sangat penting
dan menentukan dalam percepatan peningkatan knmpetensi sehagaimana
dimalesud,




Sebagai  leading  sector  pelatthan  kerja, Kementerian
Ketenagalkerjaen melahii Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatdban Volasi
dan Preduktivitas selama inl telah menpkoordinasikan lembags-lembaga
pelatihan kerja yang ada baik mililk pemerintah, swasta, maupun
perusahasn dan jugs memfasilitasi berbogai program-program yamg Lerkait
dengan pelatinan kerja, yang semuanyva bertujuan untuk meningkatkan
kompetensi sumber daya manuaia, tenaga kerja.

Oleh  karena itu  dalam rangka memperluas percepatan
peningkatan  kompetensi  tenaga  kerja  Indonesia, Kementerian
Ketenagakerjazn antara lain memberikan muang kepada komponen dan
komunitas masyarakat untuk bersinergi dalam program-program vang
terkait depgan pelatihan kerja. Salah satu bentuk sinergi vang dilakukan
adalah memberikan stimulan berupse pendirlan Balal Latihan Kerja
Komunitas, melalui bantuan pembangunan gedung dan  peralatan
pelatihan, serta bantuaty program pelatiban kepada vayssen/flembags
keagamasan non  pemerintgh  serta konfederasi/federasi  serikat
pekerja/serikat buruh yang bergerak di bidang pengembangan sumber
daya manusia.

Eeberadasn lembaga-lembaga tersebul sangal strategis, selain
karena sudah memilikd komunitas tersendir jupa posisinya/letaknya
berada pada “akar rumput”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga tersebut
didorong sebagsi pelakeana pelatihan  berbasis kompetensi agar
masyarakat di seldtarnys memiliki akses untuk meningkatkan kompetensi
yang sesual dengan kebutuhan pasar kerja sehingga mampu mengisi
kebutuhan tenaga kerja.

B. Tujuan

1. Bebapgai aruan perencansan, pelaksanaan dan pengendalian dalam
mengelola ferfa mempertanggungiawsbkan dana bantuan secara
efektif dan efisien.

2. Memberikan pemahainan kepada pihak terkait tentang pengelolaan
anggaran Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas
dalam menjalankan tugasnya.

4. Meningkatkan efisiensgi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta
akuntabilitas pengelolaan Bantuan Program Pelatiban Balai Latihan
Kerja Komunitaa,




Meningkatnya lualites perencansan, pelaksanaan, monitoring,
evahiasi dan pelaporan.

Meningkamya koordinasi dan keterpaduan dalam pelaksanaan
Bantuan Program Pelatihan Balei Latihan Kerja Komunitas.

C. Sasaran

L.

Meningkatnya  kualitas/kompetensi. sumber dayva manusia i
wilayah/lingkungan Balai Latihan Kerja Komunites.

Mempermudah alkses untuk mengikuti pelatihan bagl masyarakat di
wilayah/linglumgan Balai Latihan Kerjo Komunitas.

Mendorong  perfumbuhan  sumber-sumber ekonomi bara  bagi
masyarakat.

Terlaksananya pengelolaan dan penyaluran bantuan pemerintah
secara tepat walktu dan tepat sasaran.

Meningkatnva logalitas tets kelola polayanan pelatiban di BLE
Kommunitas,

D Pengertion

1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yvang tdak memenuhi kriteria
bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseosrangan,
Rﬂlﬂl‘npl.}k muasyarakat atau lembags pemerintah /non pemerintah,
Balai Latihan EKerja Eomunitas wvang selanjutnya disebut BLE
Komunitas adalah unit pelatihan kerja pada suatu komunitas i
Lembaga Keagamaan Non Pemerintah serta konfederasi/federasd
serilat pelerjafserilkat buruh untuk memberikan bekal keterampilan
teknis berproduksi atau keahlian kejuruan sesual kebutuhan pasar
kerja.

Bantuan Program Pelatthan BLE Komunitas adalah bantuan yang
dizerahkan Kementerian EKetenagakerjaan kepada BLE EKomunitas
dalam bentuk vang untuk membiayvai penyelenggaraan pelatihan
berbasiz kompetenal.

Penerima Bantuan adalah BLE Eomunitas yang telah menerima
bantuan pembangunan gedung worksheop dan peralatan pelatihan
kerja dari Kementerian Ketenagaleerjaan,

Pelatihan Kerja adalah keselurnuban kegiatan untuk member.
mempersleh, meningkatkan, serta mmg;:mb.u.qgl::un knmp:tmu.i
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat
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keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifileasi kompetensi/jabatan [ peleerjaan serta spesifils peleerjaan.
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah suatu rumusan
tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian
kompetensi  scbagali  pedoman  pelaksanaan  pelatlhan  yang
penyelenggeraannya berdasarkan kurikulum berbasis kompetenai.
Pelatihan Berbasis Kompetensi yeng selanjutnys disingkat PBE
adalah pelatihan kerja yeng menitikberatkan pada penguasasn
kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
sikap sesuai dengan standar vang ditetapken dan perasyaratan di
tempat kerja.

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individun yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesual dengan standar vang ditetapkan,

Instruldur ateu ssbutan lainoya adalabh seseorang yang memilikd
kompetensi metodologi dan  keahlian serta diberikan mgas dan
wewenang untuk melaksanskan kegiatan pelatiban.

Tenaga Pelatiban adalah sescorang yang memiliki tugas, wewenang,
dan tanggung jawab serta memiliki  kompetensi  untuk
menyelenggarakan, mengelola, dan mengembanglkan pelatihan di
lembagn yang menvelenggarakan Pelatihan Ketja.

Siztemn  [nformasi Aplikasi Pelayanan Hetenagakerjaan vang
selonjutnyn discbut SIAPkerja adalah suatu ekosisten digital yang
menjadi platform bagl segala jenis layanan publik dan aktivitas
bidang ketenagakerjaan baik di pussat maupun daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnva disingkat PA  adalah
menteri/pimpinan lembaga vang bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran pads Kementerian Negarn /Lembaga beraangloutan.

Kuasa Pengguns Anggsran yang selanjutnya disebut KPA adslah
pojabat vang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanalean
sebagian kewenangan dan tanggung jewab penggunsan anggaran
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersanglutan.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat FFK adalah pejabat
yang diberi kewenangsn oleh KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBN.
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Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar vang selanjutnya
disebut PP-SFM adalah pejabat yang diberi kewenangan cleh KPA
untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan
menerbitkan surat perintah membayar.

Satuan Herja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organizasi
lini Kementerian Megara/lembaga ateu unit organisasi Pemerintah
Daerah yang melakzanakan keglatan Kementerian Negara/Lembagn
dan  memililki lewenangan dan tanggung jawab  penggunasn
ANEFETA.

Unit Pelakeana Tekniz Bidang Pelatihan Volasi dean Produltivitas
yang selanjutnya disebut UPT Bidang Lavotas adalah Unit Pelaksana
Teknis Bidang Pelatihan Vokasi den Produktivitas yang bersda di
bawah dan bertanggung jawab kepeda Direktorat  Jendersl
Pembinaan Pelatihan Voleasi dan Produktivitas,

Aplikkasi Sistem Manajeren Pelatiban Velas: Elektronik Kementerian
Ketenapgakerjaan selanjutnya disebut Aplilast SMiLe adalah suatu
ehosistern digital yang menjadi platform UPT bidang lavotas untuk
mengelola data manajemen Pelatihan.

Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnva disingkat PKE adalah
perjanjian tertulis antara PPK UPT Bidang Lavotas dengan pimpinan
BLK Kemunitas dan diketahul oleh KPA UPT Bidang Lavotas.

Kas MNegara adalah tempat penvimpansan usng negara vang
ditentuken oleh Menteri Keuangan selak Bendahara Umum Negars
[BUN} untuk menampung selunith penerimaan negara dan membayar
aehurub pengeluaran negara,

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Felatihan
Vokagi dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan.
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BABII
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENS! DI BLK KOMUNITAS

Dalam menyelenggarakan Pelatthan Berbasis Kompetenai (PBE), sctiap
BLK Komunitas harus memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Nemor
3f3B33/LP.03.02/XN /2022 Tentang Petunjuk Tekniz Penyelenggarasan
Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pada dasarnya proses penyelenggaraan pelatihan di BLE Komunitas,
tidak memiliki perbedsan dengan pelaksanpan pelatiban di BLE Pemerintah,
yaiu proses penyelenggaraan pelathennya dilakukan berbasis  pada
kompetensi kerja. Artinya bahwa luaran dari pelatihan BLK Komunitas harus
mencapal kompetensi kerjn vang ditetapkan.

T | sortifikasi
it 36 , Byt
LAt Hﬂﬂﬂﬂrﬂ_’mﬁ-* PelaksanaanPelathan I "
Lavotas o O Pelaporan
z 3
e °
Veiifikssi L

Proposal e Kerk Bervin

Gambar 1*. Proses Bisnis Pelatihan di BLE Komeitas
Progasal diveulkan BLE Homunitas kepads UPT Bidang Lavatas melshad aplikasi
preposal kermpalecr. go.id

A. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi
Setinp BLE Komumnitas harus memilih program pelatihan berbasis
kompetensi vang bersifat publik yang diterblitkan oleh Divektoral Bina
Stankom pada proglat.kemnaker.go.id. Dalam memilih program pelathan
BLE Komunitas mengaou pade hasil identifikesi pelatihan serta sumber
daya pelatihan yeng tersedia,
B. Instruktur Pelatihan
Pelakzanaan pelatihan di BLE Komunitas dilakukan olsh instruktur
vang berasal darl intemal BLE Komunites yang bersangkutan, manun
dalam hal tertentu (jika belum {ersedia) dapat menggpunaken instruktur
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dari luar (eksternel) BLK Komunitas. Instruktur yang melatih di BLE
Komunitas harus disertal dengan Surat Keputusan yang ditetaplsan oleh
pimpinan BLK Komunitas, yeng selanjutnya memiliki akun SIAPkerja dan

terdaftar dalam kelemnbapaan kemnaker.go.id dan/atait
i ar.po.id, Imstruktar  terscbut harus memeniahi
kriteria/ persyaratan:

1. Memiliki kompetenai teknis substantif yang dibulcttilkan dengan sertifileat
kompetensi atnu pengalaman minimal 2 tahun di bidang kompetens]
yang diajarkan; dan

2. Memiliki kompetensi metodologi/pedagogi vang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi atau pengalaman minimal 2 tahun,

. Peserta pelatihan

Jumlah peserta pelatihan 1 (satu) paket terditi dari 16 (enam belas)
orang, yvang dapat beraszal darl dalam atau dari luar wilayah eekitar BLE
Komunitas, Peserta mendsftar melalul layanan Skillhub  SIAPkerja
[skillhub kemnaker.goid) atau melalui mekanisme yang ditetapkan oleh
BLK Komunitas apabila peserta berlokasi di kawasan yang belum memiliki
jaringan internet untuk mengakses SIAPkerja. Seluruh nama peserts by
rante by address bans terlapor dan/atan terdaftar pada aplikasi SMILe
vang dikelola oleh UPT Bidang Lavotas.

Peserta harus mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai kurikulum
yvang ditetaplkan, Peserta yang mengikuti pelatihan merupakan hasil
rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh penyelenggara pelatihan di BLK
Kamunitas.

. SBarana dan Fasilitas Pelatihan

Selain alat/mesin, perlengkapsan dan bshan yang akan digunalean
{disesuaikan dengan |enis program pelatiben) selama proses pelatihan,
beberapa sarana dan fasilitas yang harus dipastikan kesiapannya, vaitu;

a. Tempat pelaksanoon pelatihan/workshop (dalam keadaan bersih dan
rapi);

b. Ketergedizan liztrile atay sumber listrik;

. Ketergediaan alr bersih;

d. Ketersedisan  jaringan  internet  [(jilka program  pelatihannya
membutuhkan}; dan

&, Perlengkapan Pertolongan Pertama pads Kecelakaan (P3K).
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E. Penjadwalan Pelatihan
Untuk melakukan perencanaan pelatihan dengan haik, BLK
Komunitas harus menyusun jadwal pelatihan dalam 1 (satu) tahun ajaran.
Penjadwalan pelatihan ini diperlukan agar memudahkan penyelenggara
(baik instrukiue meupun pengelola) untuk melakukan reknutmen dan
aelelesl, koordinasi dengan UPT Bidang Lavotas, penyiapan bahan

pelatihan, dan lain-lain.

F. Wilayah Koordinasi Pelaksanann Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dapat dilalukan secara efeltif dan tepat
sasaran, jika dilakukan secarn terkoordinasi oleh setiap UPT Bidang
Lavotas dengan BLK Komunitas yang menjadl binaan. Untuk itu setiap UPT
Bidang Lavotas dalam melakukan koordinasi dengan setiap BLE Komunitas
mengacu kepada sebaran wilayah pelatihan sebagaimana tercantum dalam
Heputuzan Direltur Jenderal Pelatihan Pembinaan Pelatihan Volasi dans
Produktivitas tentang Wilayah Pelatihan Unit Pelakeana Tekniz Bidang
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yvang berlaku,
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BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
BLK KOMUNITAS

A. Pember] Bantuan
Pemberi Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran
2024  adalah Direletorat Jendersl Pembinasn Pelatthan Voliesi dan
Produktivitas. Dana Bantuan Program Pelatihan tersebut bersumber dar
Anggaran Program Pendidikan den Pelatihan Vokasi yang dilaksanakan
melalui Daftar [slan Pelaksanaon Anggaran (DIPA] UPT Bidang Lavotas,
vaitu:
Balsi Besar Pelatihan Vokast dan Preduktivitas (BBPVP) Bandung;
Balai Besar Pelatihan Vokas! dan Produktivitas (BEPVF) Beleasi;
Balai Besar Pelatihan YVokasi dan Produktivitas (BEPVP) Serang;
Balai Besar Pelatihan Vokaal dan Produktivitas (BBPVF| Semarang;
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BEPVP) Medan:
Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP] Makassar:
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktvitas (BPVF) Surakarta;
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BFVF) Banda Aceh;
Ralai Pelatihan Volmsi dan Produktivitas (BPVE) Padang;
. Balal Pelatihan Volkasi dan Produktivitas (BFVF) Samarinda;
- Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP] Lombok Timur:
. Balai Pelatihan Volasi dan Produlktivitas (BPVF) Banyuwangi;
. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BFVF) Sidoarje;
. Balai Pelatihan Volasi dan Produktivitas (BPVF) Ternsate;
1 5. Balai Pelatihan Vokasi dan Produlitivitas (BPVF) Kendari;
16. Balai Pelatihan Volasi dan Produktivitas (BPVF Lembang;
17. Balai Pelatiban Vokasi dan Produktivitas (BPVE| Sorong;
15. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVE) Ambon;
19. Balai Pelatihan Volasi dan Produltivitas (BFVF) Bantaseng:
20. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas [BPVF) Pangkajene dan
Kepulauan; dan
21. Baloi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung,

L e Lk L R

_— = = = =
B o= O

B. Penerima Bantuan
Penerima. Bantuan adalah BLE Komunitas yang telabh ditetapkan

sebagai lembaga penerima bantuan pembangunan gedung workshop dan
peralatan pelatihan kerja BLE Komunitas wahun 2017 sd. tahun 2023
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oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produbktivitas.
Dalarm hal ini UPT Bidang Lavotae memprioritaskan BLE Komunitas yang
menjadi penerima bantuan pembangunan gedung Workshop dan
peralatan pelatiban kerja tabun 2021 5.0 2023,

Penerima Bantuan ditetapkan dengan SK  Penctapan Penerlma
Bantuan oleh Kepala UPT Bidang Levotas dan ditembuskan kepada Dinas
yvang membidangi ketenagakerjaan Provingi dan  Kabupsten/Kota

BEtEu:FH.L

Persyaratan Penerima Bantuan

1. Membuat Proposal Bantuan Program Pelatihan BLEK tabun 2024
sesual dengan format 1;

2. BLEK telah memiliki VIN dan terverifikasi di
kelembagaan. kemnaker.go.id;

3. Memilild Program Pelatihan VAT beTcantam pada
proglatkemnaker, po.id;

4. Proposal dikirim melalui aplikasi proposal kemnaker, po,id:

5. Memiliki Nomor Fokok Wajib Pajak (NPWF) atss nama lembagn
Peneritna Bantuan;

B.  Memilili nomor rekening bank yang masih altif atas nama lembaga
yang sama dengen nama lembaga di NFWP;

7. Memilili Instruktur yang memenuhi  kriteria  persyaratan
[sebagairmana disebutkan dalam Bab IT huruf B] dan disertai dengan
Surat Keputusan yang ditetapkan cleh pimpinan BLE Komunitas.

8. Memiliki Tenaga Pelatihan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan
yang ditetapkan oleh pimpinan BLK Komunitas;

B, Memiliki sarapa dan prasarana  pelatihan  vang memenuhi
persparatan teknis, baik dari aspek jumleh maupun kualitas yaitu:

a. Fuang belajar teor] dan praktik;
b. Perzfatan praktik {sesuai dengan program pelatihan); dan
<. Alat bantu peragaan,

Bentuk Bantuan

Bantuan Program Pelatihan BLE Komunitas diberikon dalam bentuk
uang kepada lembaga Peterima Bantuan yang diberikan dengan metade
Swakelola Tipe IV melalui meksnisme Langsung (LS). Pencairan dana
bantuan dilakukan berdesarkan ketetapan Pejabat Pembuat Komitmen
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(PPE} dan disshkan Kuasa Pengguna Anggaran [KPA) pada satuan kerja
masing-masing UPT Bidang Lavotas,

Besaran Jumlah Bantuan

Besuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
13 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Ketenapakerjaan Tahun Anggaran 2034,
besaran Jumlah bantuan diberilkan per paket program pelatihan, dengan
durasi pelatihan mengacu pada program pelatihan vang terdaftar di
proglatkemnalesr, go.id,

Jumiah pagu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
per paket program pelatihan adalah besaran maksimal bantnan yang
diberlkan. Besaran tersebul dapat berbeda antara jenis program
pelatihan karens dipengaruhi cleh kebutuhan bahan pelatihan dan harga
bahan pelatihan di masing-masing jenis program pelatihan mengacu
kepada Keputuean Dirjen Binalavotas tentang estimasi biaya pelatihan
vang berlakm.

Target Alokasi Bantusn Program Pelatihan
Dana Bentuan Program Pelatthan BLE Komunitas dislokasikan

kepada BLK Komunitas yang telah menyeléesaikan proses bantuan

pembangunan dan peralatan pelatihan serta telah ditetapkan dalam Surat

Keputusan Direktur Jendernl Pembinsan Pelatihan Vokasi dan

Produktivitas. Selanjutnya sebelum menerima bantuan program pelatihan,

setiap BLEK Komunitas tersebut harus menyampaikan surat permohonan

dalam bentuk dekumen proposal untuk mendapatkan bantoan program
pelatihan dimaksud,

Adapun rencana alokasi Dana Bantuan program pelatihan teraebut
dapat diberilkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berilout:

I. BLK Komunitas yang terbangun pada tahun anggaran 2021, 2022
dan 2023 masing-masing dislokasiken | (satu} paket bantuan
program pelatinan tahun 2024, BLK Komunitas yang berdiri pada
tahun 2023 wajib melaksanakan bantuan program pelatihan BLE
Komunitas di tahun pertama;

2, Seluruh BLK Komunitas tersebut diharuskan mengajukan proposal
melalui aplikasi pengajuen proposal bantuan program  pelatihan
untuk BLK Komunitas (proposal. kemnaker. go.id);
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Dalam hal BLK Komunitas tidak mengajukan dan/ateu tidak lolos
dalam pengajuan permohonan bantuan program dimaksud sampeai
batas waktu yang ditentukan cleh UPT Bidang Lavotas, malka paket
bantuan program pelatihan yang sudah teralokasi sebelumnya dapat
dimanfaatlen olch BLK Komunitas lainova vyang telah lolos
memenuhi Persyaratan Penerima Bantuan pada pein C di atas
dan jugs memenuhi kriteria tambahan diantaranya;

B

Surat Permohonan Penambahen Bantuan Program Pelatihan BLE
Komunitas dengan jumlah paket disesnaikan dengan kemampuan
Sumber Daya Pelatihan (Instruktur, Sarana & Prasarana) BLEK
Komunitas dan memperhatikan batas waktu pertanggungjawaban
administrasi keuangan paling lambat tanggal 15 Desember 2024;
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
Tambahan Bantuan Program Pelatihan;

Laporan paripurna penyelenggaraan paket bantuan program
pelatihan sebelumnya telah diterima dan diverifikasi baik secara
administrazl dan substansi oleh tim Monitoring dan Evaluasi UPT
Bidang Lavotas, semakin lengkap, akuntabel, dan transparan
pelaporannya maka semakin baik;

- Diutamakan memiliki data lilussn pelatihan kompeten vang

dibuktikan dengan serlifikal kompetensi yang diterbitkan Badan
Kasional Sertifikasi Profesi [BNSP), semakin banyak lulusan
pelatihan yang kompeten maka semaldn bailk:

Diutamakan memiliki data kerja sama pelatihan bersama Dunia
Usaha dan Dunia Industr, semakin banyak kerja sama pelatihan
yang berorientas] penempatan dan berwirausaha maka semakin
bailk; dan

Diutamaksn memiliki data reallsasi penempatan telah bekerja
dan  berwiraussha, semskin banyak vang ditempaticsn/
berwirausahs maka semakin baik,

Dodam hal UPT bidang Lavotas masih memiliki ketersediann/sisa
alolkasi anggaran bantuan program pelatihan untuk BLK Komunitas
maka dapat dilakukan optimeslisasi paket pelatihan eebagaimana
pads poine 3,




18

Rincian Penggunaan Dana Bantaan

Dana Bantuan Program Pelatihan hanya dapat digonakan antak
membiayal keglatan pelatihan dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak
16 [enam belas) orang per paket pelathan. Komponen-komponen yang

dapat diblayai dari dana bantusan, sebagal berfkur:

Ha.

Hompoien

1. | Pendukung Pelntihan, antarn lain:

Alak Tulis Kanter {4TH)

Matsral

Konsumsi mpat atay scleksl pgeria
Kogrdinas| dengan UPT Bidang Lavotas
Pengpandaan dan pengiriman Eperan
Honor panitis pelaksana

Homar tm relkrstmen

Dokimentasi

Epandule

Alat Pelindung Dird [APD) untuk kejumnaan tertenty
Token Estrilk

Paket datn interne

Pefatihan, antara lain:

BF g

F®m oo

=

Penggandaan modul polatiban

Bahan peiatiban

Perlengkapun pesertn (seminar kig
Fakeian kerja

Honor instrukiue

Sertifikent pelatihan

Eenaumal pesarta pelatihan
Konuumsi pembukasn dan penotupen
Uang sakos peserta

Asurans Jamifian Sosl

Tk

Keterangan:

Dalam hal total bisye pendukung pelatihan melebihi 30% (tga puluh
persen| dapat diperbolehlcan sepanjang untuk keperluan koordinesi yang
bersifat af cost dengan memenuhi prinsip kewajaran, efektil, efisien dan
ekonomis. Dana bantuan digonakan untuk membiayai pelaksanaan
kegintan pelatihan di BLE Komunitas mengacu pade komponen-komponen
tersebut di atas dengan besaran biaya beberapa komponen ditetapkan

sehagal berilaat:
a. Honor Ingtrukiur @ Rp40.000,00/JP;
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Honor Panitia Pelaksana (maksimal 3 (tigs) org/paket} @
Rp400.000,00:

Honor tim rekrutmen {maksimal 2 (dua) org/ paket) @ Rpl50.000,00;
Sertifikat Pelatihan @ Rp30.000,00/lembar;

Biaya baban pelatihan untuk seluruh wilavah di Indonesia paling
banyak sesual dengan daftar harga bahan pelatihan sesuai dengan
Keputusan Dirjen Binalsvotas tentang estimasi bisya pelatihan yang
berlaku;

Perlengkapan peserta untuk seluruh wilayah di Indonesia paling
banyak senilal @ Bpl 50.000,00/ orang;

Modul pelatihan peserta untuk seluruh wilayah di Indonesia paling
banyak senilai @ Rp200.000,00 forang;

Pakmian kerja peserta untuk seluruh wilayah di Indoneala paling
panyak senilai @ Rp200.000,00/orang;

Konsumsi peserta untuk seluruh wilayah di Indonesia paling banyak
sendlai (@ Rp25.000,00/) hard;

Uang saku peserta paling banyak & Rp30.000,00  hari:

Asuransi Jaminan Soslal peserta senilni @ Rpl 7,000,000 orang,/ bulan
dalam bentuk EPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah;

Alat Tulis Kantor (ATH], penggandaan, dolumentasi, spanduk, dan
pengirinan  laporan disesualkan dengan kebutuhan berdasarkan
prinsip kewajaran, efektif, efisien, dan ekonomis;

Bisya transportasifperjalanon dines untuk keordinasi bersifat af cost
disesuaiken dengan kebutuhan berdasarken prinsip kewajaran,
efelctif, efisien, dan ekonomis dengan wuang harian  makeimal
Ep. 150.000,00 /Orang Hari.

Pemblayaan listrik selama pelatihan dapat diberikan subsidi token
listrik paling banyalk Rp.500.000,00 selama pelaksanann 1 (satu) palet
pelatihan dimana pembelian token listrik dapat dilakukan 3 (tiga) hari
sebelum  pelaksanaan pelatihan sampai dengsn akhir pelatihan,
Pembelian token listrik dilakukan melalui sistemn pengadsan vang
terinterkoneksi dengan sistem elektronik,

Paket data internet selama pelatihan dapat diberikan subsidi paling
banyak Rp. 150.000,00 selama pelaksanaan 1 (satu) paket pelatihan
dimana pembelian paket data internet dapat dibeli 3 (tiga] hari
schelum pelalsanaan pelatthan sampal dengan akhir pelatiban,
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Pembelian palket data internet dilakukan melalui sistem pengadaan
yang terinterkoneksi dengan siztem elektronik,

Verifikasi Proposal

Proposal BLE Komunitas yang disampaikan ke UPT Bidang Lavotas
akan dilakukan verifikasi untuk menilai dan memastikan proposal,
apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Jika dalam penilaian proposal
terdapat hal-hal yang periu diklarifikasi, maka UFT Bidang Lavotas dapat
meminta penjelasan secara langsung kepada BLK Komunitas, atau
bahkan jika diperlultan melakukan  verifikasi  lokasi  tempat
penyelenggaraan pelatihan, Dalam melakukan penilaian atan verifikasi
harus dilengkapi dengan dokumentasi dan  rekaman  [check-lis)
sebagaimana Format 2,
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BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DAN MEKANISME PENCAIRAK
BANTUAN PROGRAM FELATIHAN BLK KOMUNITAS

A, Penetapan Penerima Bantuan
BLK FKomunitas yang memenuhi persvaratan sebagaimana
disebutkan dalam Bab Il huruf C akan ditetapkan scbogai Penecrima
Bantuan program pelatihan melalui Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPX] dan disahlean oleh Kusss Pengguna Anggaran [KPA) serta

ditembuskan kepada Dinas yang membidangl ketenagakerjaan Provinsi
dan Kabupaten/Kota setempat.

PPE LUPT Bidang
Lavotas l
Perjanjian Kerja Bersama
Sk Ponetapan (PER}
w T
BLE Komtimitaz

Gamber 2. Penetapan Penecima Bantuan

B. Peorjanjian Keria Bersarms
Setelah lembaga Penerima Bantuan ditetapkan, maka Penerima
Bantuan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPE) dengan pimpinan BLK Homunitas yang
diketahui oleh KPA, Dalam pembuatan PEB sebaiknva dilakukan secaran
komprehensif dalam 1 (satu) tahun angearan, tidak dilakukan per-paket
pelatihan. PEE memuat hal-hal sebagad berikat:
1. Hek kewajiban kedua belah pihak;
2. Jumlah bantuan program pelatihan;
3. Tata cara dan syarat penyaluran bantuan;
4. Pernyataan kesanggupan Penerima Bantuan untuk menggunalan
bantuan sesual rencana vang telah disepakati;
5. Pernyataan kesanggupan penerima bantuat untul menvetorkan sisa
dana yang tidak digunalkan ke Kas Negare;
6. Sanksi; dan
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7. Penyampaian laporan pertanggunpawaban kepada PPK  setelah
pekerjaan selesal,

Mekanisme Pencairan Bantuan
Mckanisme pencairan  bantuan  dilaksanakan sesual dengan

leetentuan  Pasal 18  Peraturan Menterl EKeunangan  Nomor
168 /PME.05/2015 tentang Melanisme Pelaksanman Anggaren Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Megara/Lembaga, sebogaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomor 173 /PME.05/2016,
Pencairan bantuan dengan mekanieme Pembayaran Langsung [LS)
dilakukan 2 {dua) tahap dan ditetapkan oleh PPK vang disahkan oleh KEPA
dengan mempertimbangkan jumlah dana serta waktu pelaksanaan
kegiatan, Besarnya proporsi bantuan tahap pertama () adalah 70% (tojuh
puluh persen) dan pada tahap kedua (1) sisa jumlahnya. Bantuan tabap
kedua (II) aken diberikan jika persyaratan dan ketentuan kinerja telah
sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh PPK.

Mekanisme Pencairan Bantuan dapat dilakukan sebagai berilaat:

1.  Pencairan Tahap [ sebesar TO% (tujuh puluh persen) dari nilal paket
dana Bantuan Program Pelatihan yang diberikan setelabh Perjanjian
Eerja Bersama ditandatangani aleh penerima hantuan dan PPE,

2. Pencairan Tahap [0 adalah ziza dard setap paket dana Bantuan
Program Pelatihan yang skan diberikan, apabila seluruh pekerjaan
telah selesal 100% (seratus persen);

3. Pencairan dana bantuan dengen mekanisme trensfer melabai
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP|, Surat Perintah
Membayar (3PM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(8P2D),

Pencairan dana bantuan pelatihan Tahap [ (kesani) sebesar 7T0%
[tujuh puluh persen) dari milai paket dena Bantuan Program Pelatihan,
dilakukan sehagni berikut;

1. Penerima Bantuan mengejukan dolumen pencairan Tahap [ yeEng
terdiri atas

a. Bural Permohonan Pencairan Bantuan yang ditujuksn ke FPK

dan ditandatangani oleh Pimpinan BLE Esmunitas [sebagaimana
Format 3};
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. BK Penetapan Penerima Bantuan Program tvang ditandatangani
oleh KPA [Format 4);

c. Program Pelatihan dan Kurikulom yang  terdaftar  di
proglat. kemnaker.go.id;

id. Surat Perjanjian Kerja Bersama vang telah ditandatangsni oleh
Penerima Bantuan dan PPK (scbagaimana Format 5);

e. Rencansa Penggunean Dana Bantuan [(RPDB] vang akan
dicairkan tahap | lkesaiu) (sebagpimana Format 6, espabila
pencairan tidak mencapai 709, maka dapat diajulean di tahap 11;

I Eencens Pembelian Bahan Pelatihan termasuk item barang,
jumlah barang, herga satuan dan total biaya;

g Surat Pernyataan Kesanggopan Melaksanakan Pekerjaan
Bantuan Program Pelatinan (sebagaimana Format 7);

h, Jadwal Pelaksansan Pelatihan wang ditandstangani  oleh
Pimpinan Lembaga Penerima Bantuan;

i.  Bural Pernyvataan Tanggung Jawab Mutlak [SPTJM] dan Surat
Pernymtaen Tengeung  Jawsb  Belanja  (EPTJB] wang
ditendatangsni oleh pimpinan lembags Penerima Bantuan
[zebagaimana Format 8);

i Euitansl buktl penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
Penerima Bantuan dan disahkan oleh PPK {sehagaimana Format
a1,

k. Fotokopl Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembega
Penernima bantuan; dan

1. Fotokopl Rekening koran atas nama lembags yang sama dengan
nama lembaga di NPWF,

Dokumen tersebut dinji/diperiksa oleh PPR, jika sudah disetujui

maka PPK akan menerbitkan SPP.

SPP tersebut disampaikan kepada PP-5PM [Pejabat Pembuat Surat

Perintah Membeayar] untuk diproses lebih  lanjut oleh Bagian

Keuangan untuk selanjuinya diproses pencairannya.
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ba 1
IRPDE} Ta

SPHMP
SPTJW dan EPTIE
Fsiang

RPFDB

Iramalor darn

Banhuan

Gambar 3, Mekenisme Pencairan Bantuan Tahag [

Pencairan dana bantuan progran pelatihan tahap I (kedua) sebesar
30% (tiga puluh persen) dilakukan apabila seluruh dokumen pencairan
tahap Il sudah dipenuhi.

Mekanisme pencairan Tahap I, sebagad berilot:

Penerima Bantuen mengajukan dokumen pencairan Tehap 1T veng

terdiri mtns;

a. Burat Permohonan Pencairan tahap 11 (sebagaimana Format 10);

b. Laporan Pertanggungjawaban Paripuma Duna Bantuan Program
Pelatihan BLK Komunitas {sebapgaimans Format 11);

¢,  Laporan Parpuma penyelenggaraan pelatihan yang telah
diverifikesi oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditugasi oeh
UPFT Bidang Lavotas dan BLK Komunitas. Laporan Paripuma
Penyvelenggarnon Pelatthan mengecy  lkepada Kepdiren
Binalavotas Momer — 2/3833/LP.03.03 /X1 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan FEK;

d. Rekap aclurub pengeluaran dan  belanja  dalam  ranglka

pelaksanaan pelatihan disertai kuitansi dan bulktl pemotongan
pajak atau bukti pengeluaran ladn yang sah.
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Kuitansi buktl penerimaan wang Tahap | dan Tahap 1T yang telah
ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPE [sebagaimaria
Format 9.

Surat Pernyvataan Tangpung Jawab Mutlak (SPTJM] dan Surat
Pemyntaon  Tenggung Jewab  Belanja (BPTJB)  vang
ditendatangani oleh pimpinan lembaga peoerima bantuan
fermiat B);

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan {sebagalmana Format 12).
Bukti setor ke rekening Kas Mepara dalam hal terdapat sisa
bantuan,

Dokumen pengajuan pencairan dana yang telah lengkap akan
diproses lebih lanjut seperti padse pencairan Tahap I pleh FP-5FM.
Dokumen tersebut diujifdiperiksa oleh PPE, jika sadah disetojul
maka PPK akan menerbitkan SPP,

SFP tersebut dieampailan kepada PP-SPM (Pejabat Pembuat Surat
Perincah Membayar] untuk diproges lebih lanjut oleh Bagan

Keuangan untuk selanjutnya diproses pencairannya.

ELK ; PPK LBT

P 3 Jawaluan

Hamunitas Takian 1 |:-|I-;.' | Eiclarss Livatas

SPTJN

aFTJE

Laporen Paripuma
AT E

Bkt Fajis

BAST

Laporen
Pertar g jiwatan

Gambar 4. Mekanissne Pencairan Bantuan Toabap 1T
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Besarnya dane bantusn wvang ditransfer ke rekening Penerima
Bantuan pada Tehep I dan Tahap I adalah sesuai dengan jumlah yang
tertulis daiam Rencana Pengeluaran Dana Bantuan (RPDB).

Ketentuan Perpajalken

L, Pemungutan pajak merupakan tanggung jawab lembaga Penerima
Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

2, Disarankan kepada lembaga Peterima Bantuan untuk bertransalosi
dengan Pengusaha Eena Pajak (memiliki NPWP) dalam belanfa yvang
dikenakan pajakx pertambahan nilai dan menyimpan selunaih ok
pagak vang telah disetorkan,

3, Diwajbkan untuk memotong pajak penghasilan atas setap transaksi
vang dikenskan pajak  penghasilan  sesuai  dengan  ketentuan
perpajakan [sepert honor Instruktur, koasumsi, PPh 21, PPh 22, PPh
23, dan PPN) dan menyimpan bukti setor dan bulkti potong.

Pengembalian Dana Bantuan
Lembaga Penerima Bantuen heres mengembalikan dana bantuan

kepada Kantor Kas Negara, karena beberapa penvebab sebagai berilouat

1. Pembatslan dilakukan oleh pihak lembogs Penerima Bantuon,
karena hal-hal tertentu;

2. Terjadi kelebihan pembayvaran belanja jaza dan/atau pembayaran
pembelian barang melebihl darl pagu yang telah disspakat] dalam
Rencana Penggunaan Dana Baniuan (EFDE};

3. Adanya kegiatan atan pembelian yvang sudah masuk dalam RPDE,
tetapl kareng sesuatu hal sehingga tklak dilaksanakan oleh lembaga
Penerima  Bantuan sampal pada program  pelatihan  selesad
dilakeanalean; dan /atawy

4, Hal-hal lain, vang Hdak sesuad dengan ketefituan/ peraturan yang
berlaku setelah disvdit oleh auditor vang berarenang,

Pengembalinn dana akibat dari hal-hal sebagaimana versebut di atas,
dilaksanakan dengan berkonsultasi kepada Kepala UPT Bidang Lavotas
atau PPE/KPA.

Sanksi
Lembagan Penerima Bantuan wajib melsksanakan pengelolpan

keuanpgan dan kKegiatan sesvai Petunjuk Teknis. Apabila lembaga
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Penerima Banmen tidak melaksanakan kegiatan sesual dengan Petunjule
Teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka:

1.

Jika terindikasi kesalahan administratif maks akan dilaporkan
kepada Inspektorat Jenderal KEementerian Eestenagakerjgan BI untuk
dilakukan Audit dengan Tujuan Tertentu,

Jika pelanggarannya bersifat indikesi tindak pidana dan/atau
perdata, Penerima Bantuan dikenakan sanksi sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika pelanggarannva bersifat administratif maka penerima bantuan
dikkenakan eankei berupa tidak akan mendapatkan program bantuan
sejenis sampai batas waktu yang tidek ditemtulen dard Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatihan Yokasi dan Produktivitas Kementerian

Ketenngnkerjnan,
Banlesi tidak berlalu apabila lembaga Penerima Bantuan dapat

membuldtilesan adanyve alssan-alasan pembenaran [force mafeurs) vang
dibulctiken dengan surat keterangan dari instansi yang berwenatg.
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HAB V1
MONITORING, EVALUAS] DAN PELAPCRAN

Monitoring, evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pelatihan bantuan
program pelatihan BLEK Komunitas dilakukan sesuai dengan keputusan Dirjen
Binalavotas MNomor Z/3833/LP.03.02/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis
Penyelengearaan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Belain  laporan penyelenggoroan PBX BLE Komunitas jugs hamas
menyvertakan laporan keuangan untuk dijadikan satu kesatuan menjadi
laporan paripurna banfuan program pelatihan BLE Komunitas, Adapun
laporan keuangen merupakan dokumen pertangpungjawaban penggunasan
dana Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas., Dokumen laporan Tahap |
dibuat sebagail peritanggungjawabat penggunaan dana yang telah diberkan
pada Tahap 1 dan merupskan salah satu persyaratan unfuk pencalran
bantuan Tahap [ Sedangkan dokumen laporan Tahap I merupakan
pertangeungawaban pengsunaan dana kescharihan dana yang telab diterima.

Siza dana, jka dizetor tahun berjalan (TA 2024) digunakan MAK 328312
[belanjs barang untuk bantuan lainnya vang memilild karakteristil: bantuan
pemerintsh), jika disetor pada tahun 2025 digunakan MAK 43259132
[penerimaan kembali belania barang tahun anggaran vang lalu) dengan Surat
Bctoran Bukan Pajak (88BP) schagnimana Buktl Penerdmaan Megara [BPN].
Catatan:

g Dokumen Asl untuk Penerima Bantuan; dan
b. Salinan untulk UPT Bidang Lavotas.
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Dalam pelaporan, BLK Komunites mengunggsh beberapa dokumen
melalui proposal kemnaker.go.id, antara Iain:
1. Laporan Paripurna Penyelenggaraan Pelatihan ;
2. Dokumentasi kegiatan pelatihan yang divnggah dalam skun media sosial
BLE Komunitas ataut dalam bentuk video pada Voutube; dan
3. Hasil penelusuran lulusan pelatihan hingga 6 bulan pasca pelatihan.

Kerangka laporen paripurna penyelenggaraan pelatihan sebagaimana
Kepdigen Binalavetas Nomor 2/3833/LP.03.027XI11/2022 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggarean FBE. Laporan paripurna penyelenggarasn pelatihan
dibuat maksimal 10 (sepulub) har kerja setelah kegiatan pelatihan selesai,
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BAB VI
PENLUTLP

Petunjuk Teknls Pelabsanasn Penyaluran Bantuan Program Pelatiban
BLE Korundtas Tahun Anggaran 2024 diherapken dapat diimplementasikan
oleh Lembags Penerima Bantusn dengsn balk den sesual denpan assas
tanggung jrwsb. Oleh karena [tu dikarapkon kepada semua pibak teclast agar
terlebih dabmlu mempelalar] dan memahami isi Petunjul Teknis ini sehingg
kekeliruan dan kesalahan prosedur dapat dihindari.

Semopa Tuban Yang Maha Esa merikihod segala iikhtar kite dalam upaya
meningkatkan partisipasi mesyarakat dalam program peningkatan lkompetensi
dan daya saing tenaga leerjn Indonesia melalui penyeluran Bantuan Program
Pelatihan Balai Latiban Kerfa Komuniias,

Jakarie, 11 Dessmber 2027



andromanisti@gmail.com
Typewritten text
30
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DAFTAR FORMAT
Farmat 1 Contoh Proposal
Formaut 2 Chegk-lin Verilikasi Proposal
Formas 3 Contoh Sumt Fermahonan Pencairan Banmasan
Format § Biat Kepuhisan Penyelengparaas Pelatihan
Format 5 Perjanilan Harja Bersama
Format & Renecans Pengpunsan Dana Bantuan (RPDB)
Surat Pernyntann Kesanggupen Melaksanakan Pelkeriann Bantuan
BTy Prograr Pelatihan
e Surat Permyuisan Tanpgung Jawah Muilak (SPT.JM] dan Bural
Pernyaiaan Tangoung Jawsh Belanja [SPTJE)
Format 9 Contoh Buitanel Bukd Penerimaan Uang
Farmat 10 Contoh Surat Permohonan Pembayaran Tahap 11
By ¥4 j::::l::rmmnuﬂwnhn Dana Bantuan Program Pelatiban BLE
Farmat 12 Berita Acare Serah Terima Pekerian
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Format 1
Contoh Proposal Bantuan Program

Halaman Muks/Cover Depan Proposel Bantuan Progam Pelatihan

LEMEADS,
PEMOHON

a Mama Pelatiban
b, MNama Lembaga
o, Nomor VIN
d. Mama Pimpinan BLK
Eomunitas
€. Alamat Lembage
- Kabupaten | Kota
- Telp dan No fax
- Alamat email
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Contoh Surat Pengajuan Bantuan Program

KCOP LEMBAGA

Kepada Yih.
Kepala BEFVE/BFVE ...
il

Denmgan hormat

Dalam rangks peningkatan kompetensi masyarakat di wilayah ...,
bersama ini kami menyampaikan Proposal Bantuan Program Pelatthan BLKE
dengan Program Pelatiban .... sebapgaimana detail terlampir. Adapun kami
mengajikan 1 paket pelatihan (16 orang) dengan data dubung terlampir,

Demikian proposal ind kami sampaikan untuk dapat dipertimbanglkan,
atas perhatiannya diucapkan terima kasih,

T - w1
Pimpinan BLKK ...,




Bab 1

Bah

PROPOSAL BANTUAN
PROGRAM PELATIHAN BLK KOMUNITAS

Pendahuluan
A, Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
Profil Lembaga Pemohon
A, MNama lembaga
E. Struktur organisasi
. Barana dan presarana meliputi:
1. Ruang Kelas (dibukitikan dengan foto)
2, Ruang Praktek (dibuktikan dengan folo)
4. Fasilitas/alat/ mesin (dibukiikan dengan fotol
L. Daftar Instrukiur dan tenaga pelatihan
E. Kerjasama kemitrean dengan industri | lembaga
penempatan
Rencana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
A, Tujuan pelatihan
B. Program pelatihan dan kurikulum |/ silabus
. Jadwal pelatihan
Rencana Angearan Biaya
imenjelaskan f merinc biaya vang diperlukan untalk
melaksanakan pelatihan)
Peoutup
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Lampiran — Lampirar:

1.
2.
3.

VIN BLEK yang terdaftar dan terverifikesi kelembagaan kemnaker. go.bd
Program Pelatihan yang tercantum pada proglat.kemnaker.go.id;

Balinan MNomor Poleok Wajib Pajale (NPWP) atas nama lembaga Penerima
Bantuarn;

. Balinan nomor rekening bank vang masih aktif dan rekening koran atas

nama lembaga yvang sama dengan nama lembaga di NPWF;

. Daftar Instrukitur dan Tensga Pelatihan vang dibuktikan dengan Surat

Keputusan yang ditetaplkan aleh pimpinan BLE Eomunitas;

. Daftar sarana dan prasarana pelatihan terdic dari

a. Ruang belajar teori dan praktik;
b. Peralatan praktile (sesus) dengan program pelatihan); dan
o, Alat bantu peragaan.




Format 2
Cheok-List Verifikasi Proposal

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

HHREERTORAT JENDERAL FEMBINAAR FELATIHAN WORASI DAN FRODURTIVITAR

LEBMDBAGA
KARSKOTA
FROWINEG]
KEJURLIAN

Tk YEEIFIKAS]
FIMFINAN LEMBADA

FENILALAN FROPOSAL BANTUAN FROGRAM FELATIHAN KEPADRA BLER TAHUN oo

ALIA

MO

ASPEK VERIFIKASI

EIFAT

DAN

KETERANGAN

SEQUAL

2

ADBMINISTRASL

Folo Copy NFWF Lembaga

Wajils

Foto Copy Buku Rekening

Bank dan Rekening Koran atas
nama Lembagn

Wajib

Memiliki Vecational
Trainkng Tdentificetion
Mumber/VIN don terverfiloasi

di kelembagaan kermaker.gooid

Wajib

Menggunakan program
pedatihan yang terdaftar dabam

progiat-kemnaker-go.id

wWajlb

Daftar Inetmibtur dan Tenags
Pelatlhan vang dilnaktizan
dengan Sumt Reputusan yang
ditetapian oleh plmplnan BLE
Komunitns

Waiib

Dinfiar sarana dan pragacans
pelatihan

Wajib




av

PENGECEEAHN FISIK LAYAK TIDAK

Gieduny dan Workshop
pedntinan Ealaywican

Mesin/ peralatan pelatihan Eelayakan

Imetrualstur Tenaga Palatiban Ealayakan

Pengzlola lembaga pelatihan Kelavakan

ﬁnpﬂn nama lsmbaga

pelatil Kelaymlenn

_________ S S—— LAYAK) TIDAK LAYAK D'E::%];'"'" L“'L:-'Rm

(] rlll.-ﬂmlkﬁlﬁl;‘ﬂm

VERIFIKEATOR 1 VERIFIKATOR 2
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Farmat 3
Contoh Surat PeErmohonan Pencairan Bannaan

KOP LEMBAGA

Nomor AR R R TR a2, (1)
Lampiran T IR SO PR, L |
Perihal ¢ Permohonan Pencairan Bantuan Program Pelatihan ......... (3)

Tahun Anggaran 2024 Tahap I

Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen
BEFVE/BPVE ... [4)

Di jalamar)

Bersarmia il kami ssmpaiken babhwa oo {5] mengajukan permohonan
pencairan Bantuan Program Pelatihan .............. |6) Tahun Anggaren 2024 Tahap
1 sebesar 70% dari nilai palet pelatihan atan sebesar Bp.......... liicsaiia tupiah)

{71-

Adapun terlampir dokumen pencairan yang merupakan satu kesatuan dengan
surat ini yang terdird atas:
1. Surat Permohonan Pencairan Bamtuan yang ditujukan ke PPK dan
ditandatangani oleh pmmpinan lembaga Penerima Bantuan;
2. SK Penetspan Penerima Bantuan Program vang ditandatangani oleh KPA;
3. Burat Perjanjian Eerja Bersama vang telah ditandatangani oleh Penerime
Bantuan dan FPE;
4. Rencana Pengpunaan Dana Bantuan (RFDB) yang akan dicairkan tahap |
[leesatu);
4. Rencapa Pembelian Bahan Pelathan termasuk itetn barang, jumlah barang,
harga satuan dan total blaya;
&, Burat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelerjaan Bantuan Program
Pelatihan;
7. Jadwal Pelaksanaan Pelatihan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga
Penerima Bantuen;
8, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB] yang ditandatangsni oleh pimpinan
lembaga Penerima Bantuan;
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9. Kuitansi bulkti penerimasn uang yang telah ditandatangani oleh Penerima
Bantuan dan disahblean oleh PPE;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim PIC ........... (8) AaLas NAMA ........
(9], nomor handphane ............. [L{], dan alamat e-mail ............ {11}

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terlma
kazih.

s LA
Yang menyvatakan
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FETUNJUE PENGISIAN
Burat Permohonan Pembayaran Tahap |

HO TEAIAN ISLAN

(1] | Diisl dengan nomor Surat Permaohonan

() | Dilsl dengan jumlah Lampiman

i2] Dilsl dengan jenie Bantuan Program Pelatlhan

(] | Diisi deogan rama embaga Pemberd Baniean

(5] | Disi dengan nama kmbags Penerime Bantuan

(L]} Driisd -d.unganj!nh Bantuan Program Pelatihan

i Diisi dengan jumiah angha dan hurul total dane bantan yang diterima padn
| pencairan Tahap |

18] | Ddisd dengan nama lembaga Penerima Bantuan

Thisi dengan nama PIC lembaga Pemberd Baniuin

Diisl dengan nomor handphone PIC lembagn Penarims Bantuan

Deigi dengan alamat e-mail PIC lembaga Penerima Bantuan

Diisl denpan tanggal pembuatan Sorat Permobonan

Déist dengan nama lembaga Pererima Bantuen

Diisi dengmn nama Pienpdina [ Ketun f Kepala lembogo Penerima Banstuan




Format 4
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KOP LEMBAGA
FEMERIMA BANTUAN

KEPUTUSAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN FELATIHAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
BALAL LATIHAN KERJA KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

—_—

KEJURUAN......cccun

PIMETNAN ovinassssamianmnnss

bahwa dalam rangka meningkatkan  kompetensi
masyarakat dan peran aerta BLE  HKomunitas perlu
dilakukan pelatihan melalui Bantuan Program Pelatihan
BLK Komunitas:

bahwa untuk melaksanalan maloswd tersebut dalsam huraf
[a] di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala BLE
Komunitas tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bantuan
Frogram Pelatibean Balai Latihen Kera Komunitas Tahun
Anggaran 2024 Kejurian. ... ........

Undang-Undang Nomor 13 Tahumn 2003 fentang
Eetenagakerjaan (Lembaran MNegara Republix Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Peraturan Pemetintsh Momor 31 Tahun 2006 tentang

Sistern  Pelatihan Kerja Masional [Lembaran  Megara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembasan Negara Republik Indonesis Nomor 4637);

. Peraturan Menteri Ketenagakerjsan MNomor 16 Tahun

2022 tentang Pedoman Peryaluran Bantuan Pemerintah di
Eementerian  Ketenagakerjpan  Tahun  Anggaran 2024




Memperhatilkan

KEDLA

KETIGA

EEEMPAT

KELIMA
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[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1151);

v 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi

dan Produktivitas Nomor,,........, tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Program  Pelatihan BLKE EKomunitas Tahun
Angparan 2024;

2. Surat Perjanjian Kerja Sama (PKB) Now...oooofooeeef e/
2024 dan Nomor ..ocececinns BOREAL .o, S0RE
tentang Pelaksanaarn Bantuan Program  Pelatiban BLE
Komunitas Tahun 2024,

MEMUTLISEAN;

: Mengangkat nama-nama sebagaimana  tercantam  dalam

Lampiran Kepuiusan ini sebagai Panitin Pelaksana, Tim
Rekrutmen, Instrukiur, dan Peseria Pelatihan;

: Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

melaksanakan uges sebagai beriloan

1. Panitia Pelaksena bertugas memviapkan, mengoordinas,
meclaksanekan, memantan dan  bertanggungjawab
terhadap pelaksanean kKegiatan mulal dar  persiapan,
pelakaanaan dan sampai pelaporar;

2. Tim Rekrutmen berbugas menyelsksi, dan merelouat calon
peserta pelatihan;

2. Instrulttur berfugas menyiapkan/menyusun materi Eeria
membimbing dan menyampaikan mater pelatiban;

4. Peserta hertugas mengikuti semua rangkaian acara
pelatihan,

i Menvelenpgarakan Pelatihan Berbazis Kompetensi Angkatan |

kejurian. e Prograrm Pelatithan e dard
tanggal .ooveinin el 5, MR 2024 di BLKE Komunitas

; Bimya wvang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Bantuan Program Pelatihan BLE
Komunitas Tahun Anggaran 2024

i Eepuatusan ind mulad berlaku sejak tangeal ditetaplan,
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Ditetapkan i e

Kepala
BLEK Komunitas..............

Toruin fongnn dusn sepal




Format 5

PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEM

(1]

DENGAN

(2]
NOMOR: 3)
NOMOR: 4

TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM FELATIHAN BLE KOMUNITAS
TAHUMN ANGGARAMN 2024

Pada harl inl, ____ (Shtanggal (Glbulan (7} tahun dua rbu dua
pulub tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;
MNama MIP B v acavimans parinsinenss
L0 T T e T SR R
Yeng selaku Pejabat Pembual Komitmen (PP} vang bertindak untuk dan
atas nama (9), vang berkedudukan di (10,

yang sclanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Mama : (11)
Jabatan (12

Selalku Penangpung Jawab lembaga Penerima Bantuan yang bertindak untuk
dan atas nama (13) vang berkedudukan d4i
(14}, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini FIHAK EESATU dan FIHAK EEDUA selanjutnya discbuat PARA

PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Eerja Bersama dalam rangka
pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan BLE Komunitas Tahun Angearan 2024
dengan ketentuan sebagai berilout:

Fasal 1
DASAR

(1} Perjanjian Kerja Bersama ini dileksanakan sebagri tindak lanjut deri

ditetapkannye Kepultusan KPA {15) Nomor [1:6)




(2}

{3

{1

2]

A5

Tahun 2022  tenteng Penetapan Penerima Bantuan Program Pelatihen BLE
Eomunitas Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Beraama inl tunduk pada Keputusan Direkiur
Jenderal Pembinasn Pelatihen Vokasi dan  Produktivicas Nomar
2/3B3I6,/LP.03.02 /X[ /2023 tentang PFetunjuk Teknls Bantuan Program
Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLE] Eomunitas Tahun 2024, beserta
peraturan perundang-undangan lainmya,

Perjanjisn Kerja Beraama ini ditandatangani aleh PARA PIHAK tanpa ada
unsur paksaan,

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban FIHAK KESATU meliput:

g, berhak membuat ketentuan pengeunasn bantuan untuk pelaksanaan
kegiatan Bantusn Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran
2024 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA;

b. berhak menenma laporan penggunaan Bantuan Program Pelatihan BLK
Kemunitas Tabun Anggaran 2024 dari PIHAK KEDUA;

. berhak melskuksn monitoring dan  evaluasi  terhadap  kegiatan
penpgpunaan Bantuan Program  Pelatihan BLE EKomunitas Tahun
Angzaran 2024 yvang dilaksanakan oleh PFTHAK KEDUA;

d. berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan Bantuan
Program Pelatihan BLK Homunitas Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK
EEDUA apabila termyata kegiatan bantuan tersebul tidek sesupi dengan
standar minimal pelaporan yang telah ditentukan;

g. berhak menghentikan bentuan  jiks Penerima Bantuan  tidalk
melaksanakan sesuai dengan Petunjulk Teknis pengpunean Bantuan
Program Pelatihan BLE Komunitas Tahun Anggaran 2024;

. wajib membayar nllali banfuan yvang telah ditgtapkan apablla FIHAK
EEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencatran; dan

g- wajbk mensati semua ketentuan yang berlaku  dalam  Keputusan
Direkrur Jenderal Pembinaan Pelatthan Vokasi dan Produktivitas

tentang Petunjuk Tekms Bantuan Program Pelatthan BLE Eomunitas
Talmar 2034,

Hak dan kewajiban FIHAK KEDUA meliputs:

a. berhak menerime bantuan sesusi denpan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran yang telah ditestapkan;

b. wajib mengelols Bantuan Propram Pelatihan BLEK Komunitas Tehun




(1)

(1

(2

(1]

(=

{3}
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2024 yang diterima dar PIHAK KESATU secara cfisien, efektif, dan
akuntabel sesuni denpan ketentuan peraturan perundang-undangan:

€. wajib melaksanakan kegiatan Bantuan Program Pelatihan BLK
Komumnitas Tahun 2024 zesual dengan Petunjuk Teknis Bamtuan
Program Pelatihan BLE Komunitas Tahun 20:24;

d. wajib melaporkan hasil kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
(ima} hari setelah pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

e,  wajib memberikan informasi terkait pelalsanann kegiatan Bamtuan
Program Pelatthan BLE Komunitas Tahun 2024 apabila sewaktu-waktu
diminta oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3
MILAT BANTUAN
Nilai Bantuan Program Pelatiban BLE Eomunitss Tahun Anggaran 2025
sebesar [17) i .
Nilai Bantuan Program Pelatihan BLE Komunitas Tahun Anggaran 2024
sebagaimana tercentum pada ayat (1} sesuai dengan Daftar Islan
Pelakzanaan Anggaran [DIPA) [148].

Pasal 4
JANGEA WAKTLU PELAKSANAAN
Pekerjaan Bantuan Program Pelatdban BLE Komunitas Tahun Anggaran
2024 dilaksanakan dalam jangka waktu sesual program pelatihan yang telah
ditetapkan,
Masa pelalsansan pekerjaan dihitung sejak tanggal Penandatanganan
Perjanjian Kerja Bersama.

Paszal 5
TATA CARA DAN STARAT PENCAIRAN
Pencairan bantuan dilakukan secara langsung darl rekening kas negara ke
rekening PIHAK KEDUA melahii mekanisme Pembayaran Langsung (LS],
Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada PIHAK EEDUA dilakukan
dengan 2 (dus) tahap,
PIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap T sebesar T0% darn
keseluruban anggaran dengan ketentuan sebagal berikut:
a. telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama ini oleh PARA PIHAK;
b, rincian Rencana Pengpunaan Dane  Banluan (RFEB}  yang
ditandatangani alzh PIHAX KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATLU




]

1)

2]

(1]

(2}
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c. surat kesanggupan Penerima Bantuan menggunakan bantuan program
pelatihan BLK Komunitas sesuai rencana vang telah disepakati: dan

d.  surat pernyatasn kesangpupan penerima Bantuan Program Pelatiban
BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 untulk menyetorkan sisa dana
yvang tidalk dipunakan ke Kas Neparamelaloi {19},

e, jadwal pelaksansan pekerjaan.

FIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap Il sebesar 30% dari

keseluruhean anggaren dengan ketentuan scbhagai beriloat:

a. PIHAK KEDUA telah mempergunakan bantuan sekurang-kurangnya
1004 dari nilai bantuan;

b. PHAK KEDUA menvampaikan laporan pertanggungjawaban paripurna
pengpunaan bantuan; dan

c.  PIHAK EKEDUA menyuasun dokumen sebagalmana dokumen yang
diperlukan untuk pencairan tahap 11.

Pasal &
KESANGGUPAN MELAKSANAEKAN PEEER.JAAN

PIHAK KEDUA siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Program Pelatiban
BLE EKomunites Tahun Angparan 2024 sesual Surat Keputusan Kuasa
Pengpuna Anggaran {20
PIHAK KEDUA melaksanakan Bantuan Program Pelatiban BLE Komunitas
Tahun Anggaran 2024 Sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan
BLE Komunitas Tahun Angparan 2024,

Pasal 7
SI5A DANA BANTUAN
PTHAK EEDUA siap dan sanggup menvetorkan sisa dans bantuan ke kas
negara, jilks sudah tidak digunalcon melalui {21].

Jiks disetor tahun berjalan digunaksn MAK 526312 (belanja barang untulk
bantuan lainnys yvang memiliki karakteristik bantuan pemerintsh] dengan
Surat Setoran Pengembalian Belanja [SSPE), jika disetor pada tahun 2024
digunakan MAK 425912 (peperimean kembali belanja barang tahun
anpgparaty  yvang lalu) dengan Surat Beteran Bukan Pajak (SEEP)
sebagrimana Buktl Penerimaan Negara [BPN],

Pasal B
PERSELISTHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka
FIHAK KESATU dapat meminta Inspektorat Jenderal Kementerian
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Kewenagakerjnan dan/atau Badan Pengawssan Heuangan dan Pembangunan
untuk dilakuken penyelesaian perselisiban.

Paszal 9
EANES]

(1) Jika terindikasl kesalahan administratGf maka akan dilaporkan kepada
Inspektorat Jenderal Kementerian Eetenagakerjsan untuk dilakukan Audit
Dengan Tujuan Tertenti.

[2) Jika pelanggarannya bemsifat indikasi tindak pidana dan/atau perdata,
Penerima Bantuan dilkenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

[3) Jika pelanggarsnnya bersifat administratif, maka Penerima Bantuan
dikenalsan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejonia
sampal batas waktu vang tidaik ditentukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Pelatiban Viekasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.

) PIHAK EKEDUA sziap mengembalikan dans banfuan jlka tidek dapat
mempertanggungjawabkan sesual dengan Petunjuk Teknis,

Pazal 10
LAPORAN
(1] PIHAE EEDUA siap dan sanggup memberikan laporan pengeunaan dana
berdasarkan rencana pengpunaan dana yang disetujul kepoada PIHAK
KESATL.
i2} FPIHAE KEDUA glap dan sapggup membusat laporan pertanggungjawaban
kepada PIHAK KEESATU zetelah pekerjaan selesai.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE WAJEURE}

{1) PARA FIHAK dibebaskan darl tanggung jawab atas keterlambatan atau
kegapgalan dalam memenuhi kewajiban vang tercantum dalam perjanjian ind,
yang discbablan atan diskibatkan olch kejadian di lusr keltuasaan FARS
PIHAK vang digolongkan sehagai force majeure.

[2] Peristiwa yang dapat dipolongkan foree majeure sebagaimana dimabsud pada
ayat (1] antara lain;

a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan
terus menerus, wabah penyaklt, adanva perang. peledakan, sabotase,
revolusi, pemberontakan, huru-hars;

b. =sdanya tindskan pemerintshan dalam bidang ekonomi dan moneter




(3)

[4)

i)

i2)

{3)

449

yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

Keadaan force majeure schagaimana dimaksud pada ayat (2] perjanjian ini
tidalk menghapuskan atau mengakhinl perjanjian ini, Setelah keadsan force
mageure berakhir dan kendisi fasilitas penunjang keglatan masih dapat
dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutlean kerja sama eesual dengan
ketentuan yang diatur dalam Perjanjlan Kerja Bersama ini.

Apabila terjadi force mojeure maka salah satu pihak yang lebih dahuln
mengetehui  wajib memberitahuken kepada pihak lainnye selambat-
lambatnya dalam wakitu 14 [empat belas) hari setelah terjadinya foree
mfeure.

Pasal 12

EETEMTUAN LAIN-LAIM
Perubahan peds Perjanjian Kerla Bersama ini hanya dapat dibuat setelah
melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA
PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja
Bersama ini sesuai dengan Petunjuk Teknis,
Perjanjian Kerja Berzama ini dibuat dalam rangkap 2 |dua) asli bermeterai
cukup den masing-masing mempunyai leeluatan hukoam tetap.
Perjanfian Kerja Bersama ini berlalou terhitung sejale ditandatanpgani oleh
PARA PTHAK.

MHAK KESATL, PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Eamitmen
[23) I .1
st -
Materal 10.000
[23) —_ 8
24 R - )
MENGETAHUI,
Euasa Pengguna Anggaran
128
~=ttel--
Stempel
[29]

(30)
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FPETUNJUK PENGISIAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA

WLy UEALAN ISLAN
1 Disl dengan nama UPT Bidang Lavotas
2 Digsi dengen nome BLE Kormunitas
[3} Disl dengan nomor surat peranijian kerfa sama UPT Bidang Lavotas
4} Diiai dengan Bamoer surat p-l:r_mrum.n kerja sama BLE Komunitas
15} Diiat dengan nama barl Perjaniian Kera Bersamn
[} I:llil ﬂﬂlE]lutEE.l Ferjanjisn Kerja Bersama
7} Ditesi dengen bulnn Perjmnjian Kerjon Bersama
(8} DiEsl dengan name FFE
[ Piui. ﬂﬂﬂm UPT Bidang Lavotom
{10] | Diisi dengan olamat UFT Bidong Lavotos
(i1 Nitsi dengen nama pimginan BLE Komunitas
1% Tiisl dengan nama jabatan plmpinan BLE Kamunitas
13 Disl dengan nama BLE Kormunitas
4 Disak ﬂﬂ%ﬂfﬂjﬂﬂ!: BLE Kamurnitas
{15] | Disi dengsn nama UPT Bidang Lavatas
16| Diisi dengan nemer 5K KPA tentang penstapan B Penerima Bantuan
17| Diisi dengan nomor 5K KPA tentang penetapan Penerima Bantuan
| 1B} Tt dengmn numa UFT 'E:I:l.n'ru Lawvatas
{19 DHilel dengan nama UPT Bidang Lavotas
|20 Diisd dengan nsma UPT Bldang Lavatas
21} D¥ipd demgan nema UPT Bideng Lavatas
2] Diiné dengan anma UPT Bidng Luvatan
23} Dvini dengan nema pejabat FEK
b 1 Dilal Momor Indak Pegewad pejabat PPI
{25} Duﬂ.l ﬂtn.gﬂn niama BLE Eomunitns
{26} Diisi dengan 'nm:|1.n.'|:|1r|:rp1n;|r|.
R Diisi dengan nema jabatan pimyinan BLE Kamunitas
2B} DHisd dengan noma UPT Bidang Lavatas
(29} | [riisi dengan nama pejabat KPA UPT Bidang Lavotas

[ED

Diied Momor Induk Pegawei pejabal KFA UPT Bidang Lavotas
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Format 6
RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN (RPDB]

. HOMPONEN VOLUME JUBMLAN

1. | Pendukung FPelatiban, antars lain:

a. Alat Tulis Kantor [ATE]}

b  Maresai

G, Konsumsi rapat atan seleksi peserta

d. Kpordinasi dengan UPT Bidang Lavatas

e, Penpgandaan don pengpriman laporan

[ Haonar panitia pelaksana

I Haonar Ttm Relkcrutomeen

= =

Dokumentasl

-

Sparculc

APD tmiuk kKejurusen tertenia

= =

Talcen Listrk

Paleer data internes

2. Pelatihan, antara lsin:

Penggrandaan modul pelatihan

Bahan pelatiban

b
t.  Perlengkapan peserin |seminar 6
.  Palealan lerja

&, Homor Instruktr

f. Sertifikal Pelatihan

g Konsumsl peserta pelatibhan

b, Kensumai pembaukaan dan proutupan

i. Uang saku peeerta

J. Asuransl Jaminan Masional

JUMLAH Rp.

: 2024
Pimpinan

i{nama lembega)




Format 7

KOP LEMBAGA

EURAT PERNYATAAN
HEESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
BANTUAN PROGRAM PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawsh ini:

Nama .|

Jabatan
Bertindak untuk

dan atas nama i

Alamat

Dengan ini menyetakan dengan sesungguhnya bahwa kami:

L

Sangpup melaksanakan dan menggunakan bantuan program pelatihan BLE
Komunitas Tahun Angpgaran 2024 sesusi Rencana Penggunsan Dana
Bontuan yang disetujui.

Apabila terjadi penvelewsngan dalam penggunasn dana bantuan program
tersebut, sepenubnys menjadi tangpung jawab szayva sebagal penerima dana
don says bersedie dikenaleen ssnksi hubkum, moral, danfatan sanbksl
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bila
terbuldti menpalnhgunakan dana terscbut;

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun
perhitungan dana bantuen program pelatihan terscbut, kami bersedia untuk
menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;

Sanggup menyusun laporsn pertanggungjawaban Bantuan Program
Pelatihan BLK Kemunitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk
Teknis yang ditetapkan oleh Direlctorat Jenderal Pembingan Pelatihan Yokasi
dan Produktivitas dan ketentuan perundang-undatigan.

Demikian Surat Permyataan ini dibuat untulk dapat dipergunakan sebagaimans
mestiny.

2024

Pimpinan

{oama lembapa)

watitid
(Wama Lengkap dan Jelas
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Farmat 8

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJIM) dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

KOP LEMBAGA PELATIHAN EERJA
PEMOHON

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWARB MUTLAK DAN SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TANGGUNG JAWAB BELANJA
PENYELENGGARAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN BLK KOMUNITAS

Nama (1)
Jabatan R A P LR A PO RP A SRR I P PH- SRS e |- |
Bertlndak untuk : ..eeiniiineeen, o [Rama lembaga penerimal

dan altas nama

Pt U PP PRGN | SU NP YN PO Sy RR—— | |
Prografr PEEERN | b s s s rnirs ripait sin e svsasnisne 19

Memymatakan dengan sesungguhinya babwa !

By

Dana yang telah diterima untuk penyelenggaraan Bantuan Program
Pelatthan BLK Komunitas dari BBPVP / BPVP .......ccoooevicannes., Dirckiorat
Jenderal Pombinaan Pelatihan Volkasi dan Produktivitas, Kementerian
Eetenagakerjaan Bl |, menjodi tanggiung jawab sava sepenuhnova sebagad
pihsak penerima bantuan program pelatihan.
Saya sebagai ketua Lembaga Penerima Bantusn Program Pelathan BLE
Eomunitag tersebut bertangpung jawab terhedap pelaksanaan dan
penyelesaian Program,
Apabila terbuktl adanya penyalahgunaan dan  ketidaksesuaian atas
pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan BLE Eomunitas, sava bersedia
melakukan perbaikan dan/atau dikenaken sanksi berupa pengembalian
uang ke kas negara, diproses huloam baik sscara perdata fpidana dan/atau

administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Keputusan MNomor i5) dan Perjanjian Kerja

Bersama Nomor (6] mendapatkan Bantuan Frogram Pelatibhan
BLE Komunitas maksimal sebesar [7) dengan rincian sebagai
berdlouats

Sampei dengan bulan (8) telah menerma pencairan Tahap Ke 11
dengan nilal nominal sebesar Ep. | =), dengan rincian
pengpunaan sebagal berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp.
b. Jumlah total dene yang dipergunakan: Bp.

(—— 110)
(—Jin




54

. SJumlah total sisa dana ' Rp. [ J (12}
B. Persentase jumlah dene bantuan program pelatihan BLK Komunitas yang
telah digunalcan sebesar 13}

. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran vang telah dibayar lunas
kepada yang berhok menerima.

D. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanaloan.

E. Bersedia untuk dilakukan pemerikeasn terhadap bultt-bukti pengeluaran
oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah,

F. Apabila di kemudian hard, pernyatasan yang saya buat ini mengakibatlan
kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian leerugian negara
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-andangan,

Demikian surat pernyataan ind sayva buat dengan sebenar-benarnva.

werprmsinseens | tEL N, KRR
Yang menyatalan
EEATIRE SRR 2 €
(18]

P TR N ER R

Tanda tangan & stempel
[Mama Lengkap |
r———— i o]
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAH BELANWJA

HOo TRAIAN ISLAN

(1] Diigi dengan nama lembaga Penerima Bantuan program pelatihan

) Diligl desygan sama pimpinan lembaps Penerimn Bantwan program pelotihon

[ Diisi dengan alamat lembags Penerdma Bantuan program pelatihan

4 Ditiai dm,gmmajudui progrem pelatihan

(5] Diigi  pomor doan tanggal Sorat Heputusan Penetopon Peneelmo  progroe
pelatiban

(1]} Difai dengan nomar dan tanggal Perjunjizn Kerja Bersoma

(7] Diisi dengan nilsi bantuan program pelatihan berdasarkan El,n'ntnﬁl:p“m“n
ataa Perjanjian Berja Beraama

=] Bitisi dengan butan dan fabun

fa Diigi dengan jumiash angka dan humal hantian pragram pelatihan yang telab
diterima pada Tahap 0

(0] Diisi dengen jumlah angle dan hurul total bantuan program pelatiban yang

telah diterima

{1

Dilsi dengan jurmlah angls dan hurul total bantusn program pelatihan yang
telnky dipergumnaboan

{12

Diisi dengan jumlah anpls dan bl bantuan program pelatiban yang bedum
dipergunakan

113

IHisd dengan persentass bantuan program pelatihan yang beham
dipsrgunalkan. pumlah pada angls 10 ditagl dengain jumish pada
anghta @ dileall 1005

{14]

ﬁmmﬂﬂnnﬁmhuh.w&m tahun SPFTH ditandatangani

{14]

Tiis] dengan nams lemlkgs Peocins Banioes progran pelalibsn

{16}

rnr oA

Diisd dengan nama pimpinen lembaga Penerima Bantusn progrm pelatihan
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Format 9

| ALAMAT LENGEAP )

KUITANSI BUET] PENERIMAAN UANG

Momor :

Sudah Terima Dari { Kuasa Penggana Anggaran
EBPLE/BLK...........

Banyaknva Uang

Uniuk Pembavaran @ Bantuan Program Pelatiban BLE Eomunitas Tahun
Anggaran 2024 Tahap I/l atas nama BLK

Enmunitas
Jumlbah i Rp.
Terbilang : | rupish)
2024
Menpetabui dan mengesahkan, Yong mensrims,
FFE BEFVE/BFVF ... Piimigpinog
{parra lembaga)
~id—
Stemipel
HMamn FPE
MIE.
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Formatk 10
Centoh Surat Permohonan Pembayaran Tahap [I

KOP LEMBAGA

Nomaor TSR F e ot N oL B i 1)
LRIPIIAN. & ocsiiuisnisiin diaiing i2)
Perihal : Permohonan Pencalran Bantuan Program Pelatihan ... {3}

Tahun Anggaran 2024 Tahap 11

Yih,
Pejabat Pembuat Komitien
BEFVEBPVE ....[4)

Di{

Ber

alamat]

gama ini kami sampaikan bahwa ..... (5} mengajukan permohonan pencairan

Bantuan Program Pelatihan .............. (6} Tahun Anggaran 2024 Tahap [T sebesar
30% dari nilai paket pelatinan atau sebesar Rp.......... Cieg rupiah) [7].

Adapun jumlah dana bantuan tahap 1 yang telah dipergunakan telah mencapad
....3% [B) atan sebesar Bp...... fisiic; rupdah) [9).

Terlampir dolcumen pencairan yang merupakan samn kesatuan dengan surat ind

vang terdiri atas:

1.
2,

Laporan Pertanggungjawaban Paripurna Dana Bantuan Program Pelatihan;
Laporan Paripuma penyelengparaan pelatihan yang telah diverifilasi oleh Tim
Monitering dan Evaluasi yang ditugasi oleh Femberi Bantuan dan Penerima
Bantuan;

. Rekap seluruh pengeluaran dan belanja dalam rangka pelaksanaan pelatihan

disertai kuitansai dan bukti pemotongan pajak atau bukti pengeluaran lain
yang sah

Kuitansi bultti penerimaan uang Tahap I yang telah ditandatangani olsh
penarima bantuan dan disabkan oleh PPE:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani oleh pimpinan
lembaga penerima bantuan,

Berita Acara Serah Terima Pekerjann

Informasi lebik lanjut dapat menghubungt tim PIC .. (11} atas nama .......
(12}, nomor handphone ..., [13), dan alamat e-mail ...ovvee00; 1)




a5
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

Yang menyvatakan
Pimpinan/Ketua/Kepala
PONRIRRS——— i | .

Tanda tenpan & stempel

| — . (17)
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PETUNJUK PENGISIAN
Surat Permohonan Pembeyaran Tahap 11

] URAIAN ISIAN

(11 | Ddisi dengnn nomor Surat Permahanan

2] ksl dengan jumlah Lompiran

{3) | Ditsl dengan jenis Bantuan Program Pelatihan

(4] | Digsi dengan nome lembogn Pemberi Bantusn

15 | THisl dengnn nama lembage Penedme Bantuan

(6] | Diksi dengan jonis Bantuan Program Pelatibon

" Thisi dengan jumlsh anghka den manf total dana bantusn yang diterima pada
pencaitan Tahap I

(8] | Ddbsl dengan persestase pengeunoean dana bantuan Tahap |

Trial dengan jumlsh angka dan hurof tofsl dans bantuan yang diterima peada
pencaitan Tahap | —

{100 | Diisi dengan jerds Bantuan Program Pelatihan

(11} | Disi dengan nama lembags Penerima Bantuan

(12) | Tiisi dengan nama FIC lembaga Pemberi Bantuan

(13y | Dial dengan nomar handphane FIC lembaga Penerimn Bantuan

(18) | Drifal dergon alamst o-mail PIC lembagn Penerima Bantuan

(13) | Ddisl dengan tanggsl permbuatan Sumt Permohonan

(15) | Diisi dengan nema lembags Penerimsa Bantuan

(177 | Diisi dengan nama Plmplnan { Ketoa /Kepalka lerbaga Penerima Bantuan




LilH)

Format 11

KOFP LEMBAGA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA BANTUAN FPROGRAM PELATIHAN BLK KOMUNITAS

Tang bertands angan di bawah ini:

1. Mama Lemhaga : (1}

2. Nama Pimpinan Lembaga | 2}

3. Alamat Lembaga : (3

4, Nama Bantuan i~ Program Pelatihan BLE Komunitas

berdasarkan Surat Kepurusan Nomor (4} dan Perjanjian Kerja Bersama
Nomor (3] mendapatkan Bantuan Program Pelatihan BLE Komunitas

malkaimal acbesar Bp. 50.000.000,00 (&).
Sehubungan dengan hal tersebut, deéngan ini saya menyampaikan laporan
pertangpungjawaban bantuan sebagai beriloyt:
1. Laporan Penppunaan Jumlah Dana
8. Jumlah total dana yang telah diterima  : Rp. 35.000.000,00 (7
b. Jumlah total dana vang diperpunakan  : Rp. 35.000.000,00 (| 8}
c. Jumlah total sisa dana R 0= ) [9)
2. Telah menyelesaikan pekerjaan [70%) Bantuan Program Pelatihan BLE
Komunitas berdasarkan Perjaniian Kerja Bersama terscbut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, saye dengan ini menyatakan dengan sebenar-
benarnva bahwa:
1. Bukti-bukti pengeluarsn pengpunaan dana bantuan Program Pelatiban BLE
[ | (10) telah kami simpan sesuai dengan
hetentuen untuk kelengkspan admindstrasl dan keperluan pemerlkasan

Komunitas sebesar Rp.

gparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorlcan sizsa dena bantuan ke Kas MNegara sebesar Bp,
) i11) sebagaimana Bukt Penerimaan Megara (BPN) terlampir,

3. Apabila di kemudian hari, atas penppunaan dana Bantuan Program Pelatiban
BLE EKomunites mengakibatkan keragian negara, maka saya beracdia
dituntut penggantian kerugian negara dimaksuad sesual dengan kefentuan
peraturan perundang-undangan.




G1

Demikian laporan pertangoung)awaban Penggunaan Bantusn Program Pelatihan
BLK HKomunitas Tabkap 1 ini kami buat dengan sesungpubinya dan penuh
tanggung jawab.,

e g

npcnsiioe E109

Meieri Rp.
T CHEED, CHI

e P
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN PROGRAM PELATIHAN
TAHAP1

No URAIAN DSIAN

(1} | Diisi dengan nama lembaga Penerima Bantuan program pelatien
(2} | Diisl dengan pama plispéieen lembagn Panorimea Bantuan progrem pelatibon

e (L

[3} | Ddisi dengan alamat lembaga Penerima Bantuan program pelatihan

i} Diisi  namar 'ﬁgiﬁ_'rl.mnal Surat Heputwsan Penelapan Penerima  program
pelazihan

(5} | Dilzi dengan nomoer dan tanggal Perjenjian Kezje Bersama -

i6i) Diisl dengan nilai bantuan program pelatihan berdasarkan Gurat Keputiean atau
Ferjanjian Kerja Bersama

Diisi dongan jumlah angks dan huruf bantuan program pelatihan yang telah
T | ditesiona

) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total bontuan program pelatihon yeng telab
di

@ Diilal dengan jumlah angka dasn hurel bantuan progrem pelatihan vang belum
dipergunalan

el Diisi dengan jumlah anglks dan hurad banozan  program pelatihan yang telah

dipergunalkan L -

(1) Diisl ﬂ!ng&tlhajwnngimdmhmur_hnnmnmm petatihan yang telah
dizetor ke Kas Megaca, jumlah sama seperti anghka 9

(12] | Ddisl derygan nama kata, tanggal dan tobun SPTE ditandatangani

{13 | Ddisi déngan nama lembaga Penerima Bantuen program pelatihnm

114] | Ddixi dengan nama pimpinan lembagn Penerima Bartuan pregram pelatiban




Farmat 12

ROFP LEMBAGA

Pada hari ini (2} tanggal 13 bulan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR (1]

(4] tabun 2084, yang

lerlandatangan i bawah ini:

I

1. Nama = (3]

Jabatan - i)}

Alamat = i)

vang salanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2, Mama i =]

MIP i ]

Jabatan {10}

Alamat - {11}

vang selanjutnyva disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan [t menyatakan sebagai berikut:

PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian  pekerjsan  herupa
bantoan  Program  Pelstlhan  sesual  dengan  Surat  Keputusan
Momaor (12} dan Perjanjian Eerja Bersama Nomor

[13}.

PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanasn pekegaan  sesuai dengan
Perjanjian Kerja Bersama, dengan rincien sebagai berikuat:

g. Jumlah total dana vang telah diterima @ Ep. | 114
b, Jumlah total dans yang diperpunaban @ Bp. B ] {15)
c. Jumlah total siss dana : Ep. i 1 {1&]

PIHAK EESATU menyataksn bahwe bulkti-bukti pengeluaran dana
Bantman Program Pelatthan BLE Kommunitas sebesar Rp. { W17
telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi

dan keperfuan pemeriksaan aparat pengawas fungeional.

FIHAK KESATU menyerahkan kepada PJHAK KEDUA dan FIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU berupa {18] denpan nilai Bp,
— 19




i

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar
Bp. | Ji20] sebagnimons Bukti Peneorimean Negara [BPN)

tertampir.”)

Demikian Derita Acara Serah Terima Ini dibuat dengan sebenarmya dem
ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk
dipergunakan schagaimana mestinya,

FIHAK KEEATU MHAK KEDUA
1) PR Satker oo {am)

122) {24)
- 125}

" angka & dicoret apabils tidak terdapat sisa dana.
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FETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

URAIAN ISIAN

(1)

Diisl dengan namer Berita Acsra Serah Terlma [BAST)

il dengan harl pembuatan BAST

Dlad dengan tangpal pembuatan BAST

(4

Ditad dengan bulan pembuston BAET

]

Dl dengan nams pimpinan fketes | kepala lembapa Pererima
Hantuan

1]

Diifiei dengan Jabhatan dan nama lembngs Pamesima Bambaan

il

Didsi dengan alunal lembeps Penorima Bantaan

18

Cidzl dengan nama Pejabai Pembuat Komitmen (FPE)

{9}

Diisl dengan NIP PPH

(1]

Dibfel dengan nama Satker pember] bamtuan

{11

Dilisl alamat Satloer pemberd banfuan

i12]

Diisi demgan nemer dan tangeal Bumnmt Keputusan pembeian bantusn

12)

Diblsl demgan nomor dan tanggal Perjanjian Kerjs Bersama pemberlian
Bantuan

{14

Diilal demgan fumish angka dan buraf total dans bantieen yang
Diterima T, Se—y

Diisi  dengan ju:n.]&]_'J anghka dan  humal totel dana bantvan yang tedah
dipergunakan

Diisi dengan jumlah eegka dan hund tota]l dana bantoan yang  tidak
dipergunakan

[Hizd dengan jumlab anghka dan huruf toted dana bantuan yang telah
Diperpurakan

Dviisd derngan rama peberaan yang dilaksanakan penerima banisan

Dhtsd dengan jurnlah angka dan hural total dase bantuan vang telah
Diperpunakan

Difad dengan jurnlah angka das hueal woeal dane bantoan pang tidek
dipergurakan Gumlah sarmn seperti anghks 16)

Diimi dengan mama lembagn Penerima Bantuan

Diisl dengan nama pimpinen /lietusf kepala Embags Penerime Bantuan

Diisi dengen nama Sather pemberi bantuan

Diigi dengan nama PPE Batkes pomber Bantuaan

Diisi dengan NI FPE Satker peaaber bantuan




PELATIHAN
@ | UOKASI

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN




